
OMBUDSMAN KEPRI KOORDINASI KE KPK, SOROTI KEBIJAKAN PENUNDAAN BAYAR UWT DI
BATAM

Jum'at, 27 Agustus 2021 - Nina Aryana

Kebijakan grace period atau tunda bayar untuk pembayaran Uang Wajib Tahunan (UWT) atau lebih dikenal UWTO (Uang
Wajib Tahunan Otorita) di Batam, kembali disorot oleh Ombudsman Perwakilan Kepri.

Penundaan itu rencananya bakal diterapkan selama lima tahun oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam ke para
pengusaha.

Kepala Ombudsman Perwakilan Kepri, Lagat Parroha menilai, kebijakan itu nantinya akan berpotensi merugikan negara.

Sebab lanjut Lagat, tidak adil jika hanya diberikan ke kelompok tertentu dan juga akan berpotensi untuk merugikan
masyarakat.

"Kesannya jadi diskriminatif," kata Lagat kepada awak media saat ditemui di Kantor Ombudsman Perwakilan Kepri, Jumat
(27/8/2021)
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